WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 75
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

1.

WALIKOTA BATAM,

bahwa untuk keseragaman kelengkapan
pertanggungjawaban administrasi perjalanan dinas dan
untuk penyempurnaan Peraturan Walikota Batam
Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah
Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Batam Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar
Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian
Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
811);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BATAM.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 13 Peraturan Walikota Batam
Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah
Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017
Nomor 583) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 13

(1) Sebelum SPT diterbitkan semua PNS dan PTT yang
akan melakukan perjalanan dinas harus mendapat
persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat
yang ditunjuk.

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan untuk perjalanan dinas di
Daerah Kota Batam (Hinterland).



Pasal II
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita
Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Maret 2018

WALIKOTA BATAM
dto
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan Di Batam
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 612



